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ABSTRAK

Nova Oktavia/222015051/2019/Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Tujuan dalam pendlitian ini adalah untuk mengetahui penerapan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan untuk mengetahui penerapan dalam
pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.
Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas
pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan apakah penerapan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja desa sudah sesuai permendagri no 113. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan kuesioner, dokumentasi dan observasi. Metode analisis data yang digunakan adalah
kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola dana desa di
desa Harapan Jaya, Lunas Jaya, dan Muara Sungai Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir (Pali) tidak sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 karena bentuk
dalam suatu pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan standar pelaporan keuangan
pemerintah desa yang telah ditetapkan dan dalam keterbukaan belum dilakukan atau dilaksanakan
keterbukaan dalam mengelola dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara, dan dalam melakukan pengelolaan anggaran dana desa belum sepenuhnya diterapkan dan
juga belum ditunjang dengan prosedur yang memadai.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, desa
ialah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil
yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung
melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES.

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 salah satu hak, tugas, dan
wewenang pemerintah desa dalam mengurus kepentingan pemerintahanya sendiri
adalah mengatur alokas dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat
maupun mengatur kekayaan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, alokas dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran alokasi Dana Desa adalah
sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasiona
pemerintahan desa sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan
masyarakat. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut pemerintahan desa harus

siap dan mampu dalam mengelola



keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan Desa tersebut dikelola
melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan
oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa menyusun Rencana
Pembangunan Jangkah Menegah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKPDesa).

Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 dengan adanya transparansi
menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan, dan pel aksanaanya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi didalam proses
transparansi  tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada
masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang
menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses

untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka dalam
pelaksanaan pemerintah desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata kelola
pemerintahan desa yang baik (Good Village Governance), dimana salah satu
unsur utamanya adalah akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 yaitu :



“Memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan

kepadanya dan ketentuanya pada peraturan perundang-undangan”.

Kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar Desa terkait dengan
pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa
APBDes yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran.
(Hudayana 2015) Persoalan ini disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama,
desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung
pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, kesgjahteraan masyarakat desa rendah.
Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan
keempat masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola
oleh dinas. Berdasarkan hal tersebut, Pengelolaan Keuangan Desa oleh
Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan
kepentingan masyarakat setempat. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut maka
penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Transparansi dan

Akuntabilitas Pengel olaan APBDes.

Berdasarkan pengelolaanya APBDes harus sesuai dengan prinsip-prinsip
(1) Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh

masyarakat luas. (2) Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan,



pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. (3) Seluruh kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara administaratif, teknis dan hukum. (4)
Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
(5) Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya. (6) Hasil
kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya

pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Mengelola keuangan desa merupakan tugas dan tangungjawab bersama
para pemerintah desa. Para pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes dituntut
untuk dapat melaksanakanya sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan
sehingga dalam hal ini transparansi dari para Aparatur desa sangat dibutuhkan.
Menurut Dwiyanto (2013), transparans tidak hanya penting daam
penyelenggaraan pemerintah tetapi juga dalam penyel enggaraan pelayanan publik.
Transparansi juga memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap upaya
penegakan hukum dan pemberantasan praktik Korupsi, Kolus dan Nepotisme
(KKN). Dalam pemberantasan KKN ini peran transparansi menjadi sangat besar.
Rendahnya transparansi sering memberi peluang dan kesempatan pada para
pemegang kekuasaan untuk menyalah gunakan kekuasaan. Mengingat Indonesia
berada pada peringkat ke-90 terkorup dari selurunya 174 negara yang diperiksa
(Riset Transparency International 2016). Adanya penyelenggaraan atau laporan
palsu terkait Dana Desa tersebut diakibatkan dari tidak transparanya Pemerintahan
Desa. Mengingat asas transparan merupakan salah satu kunci utama dalam

menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktik ini. Sebab ketika para



Pemerintah Desa sudah tidak transparan, hal ini akan tentu semakin marak terjadi,

bahkan tidak akan mampu tersolusi.

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang
baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagamana tertuang dalam
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Transparans dan Akuntabilitas serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran Transparansi merupakan prinsip
keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan

tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikas publik oleh
pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip
akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh
Sukasmanto (Sumpeno, 2015) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk
mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan
masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang
dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa
sebagal salah satu komponen didalamnya. Untuk itu diperlukan pemerintahan
yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi untuk menghindar dari
penyelewengan-penyelewengan yang merugikan masyarakat Desa dan
akuntabilitas yang akan nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih baik

dengan pertanggungjawaban yang jelas dan melibatkan kerja sama dengan



masyarakat didalamnya. Dari sis masyarakat, masyarakat masih beranggapan
bahwa terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas Pemerintah Desa,
sementara masyarakat hanya siap menerima hasilnya sgja. Sedangkan dari sisi
Pemerintahan Desa, pemerintah desa cenderung tertutup dan kurang memberikan
kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipas dalam pengelolaan

keuangan desa.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari
instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientas
pada kepentingan publik. Menurut Lembaga Administras Negara dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI tahun 2008 akuntabilitas adalah
kewgjiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan
menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisas
kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta

pertanggungjawaban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005
tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) adalah semakin tinggi keterbukaan dan
tanggungjawab pemerintah desa dalam pengelolaan ADD maka transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan ADD semakin baik juga. Namun sebaliknya, jika
pengelolaan ADD rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD
akan tidak baik. Sesuai dengan SAP Nomor XXX Tahun 2016 tentang Pelaporan
Keuangan Pemerintah Desa, tujuannya untuk mengatur penyagjian laporan
keuangan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas yang ditunjukan dalam keterbandingan laporan keuangan baik



terhadap anggaran, antar periode, maupun antar Desa. Untuk mencapai tujuan
tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian
laporan keuangan desa, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan
minimum isi laporan keuangan Pemerintah Desa. Kendala umum nya belum
efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetenss sumber daya

manusia.

Untuk mendukungnya transparansi pengelolaan keuangan desa, maka
dibutuhkan transparans pemerintah yang akan mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pemerintahan yang dimana akan terjadi interaks diantara
pemerintah disatu pihak dan masyarakat disatu pihak agar masyarakat dapat
tergerak, terdorong atau timbul inisiatif berpartisipatif jika adanya transparansi
dari pemerintah untuk bersama-bersama memperbaiki setiap pengambilan

keputusan maupun pelaksanaan program.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Siti Ainul (2017) yang berjudul
Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini menunjukan bahwa
pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang
berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya
transparansi terhadap masyarakat.Untuk tahap pertanggungjawaban juga belum
berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia Tim pelaksanaan dalam
membuat laporan administrasi yang masih kurang sehingga diperlukan adanya

pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.



Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa yaitu sekretaris desa

dalam ha ini digukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan

anggaran pendapatan dan belanja desa pada Kecamatan Tanah Abang. Pada

laporan tersebut terdapat anggaran kegiatan kebersihan desa, operasional BPD

(Badan Permusyawaratan Desa), anggaran kegiatan pembinaan kader PKK,

pemasangan lampu jalan. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

Kecamatan Tanah Abang.

Tabel I.1

L aporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Desa di

Kecamatan Tan ah Abang Tahun 2018

Nama
Desa

Uraian

Anggaran

Realisas

Harapan
Jaya

Alokas Dana Desa

1.955.081.753

1.865.324.570

%

Dialokasikan Sesuai dengan
Permendagri:
1. Belanja Aparatur dan
Operasiona (30%)
2. Belanja
Pemberdayaan
Masyarakat (70%)

586.524.525

1.368.557.227

559.597.371

1.305.727.199

95,40%

95,40%

Lunas
Jaya

Alokas Dana Desa

1.840.694.640

1.678.105.436

Dialokasikan sesuai dengan
permendagri:
1. Belanja Aparatur dan
Operasiona (30%)
2. Beanja
Pemberdayaan
Masyarakat (70%)

552.208.392

1.288.486.258

503.431.630

1.174.673.805

91,16%

91,16%

Muara
Sungai

Alokas Dana Desa

1.857.010.572

1.750.571.343

Dialokasikan sesuai dengan
permendagri:
1. Belanja Aparatur dan
Operasiona (30%)
2. Beanja
Pemberdayaan
Masyarakat (70%)

557.103.171

1.299.907.400

525.171.402

1.225.399.940

94,26%

94,26%

Sumber: Desa Harapan Jaya, Desa L unas Jaya, Desa Muara Sungai




Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat persentase dana yang direalisasikan untuk
pembangunan desa pada Desa Harapan Jaya, Lunas Jaya, Muara Sungai sudah
sesuai anggaran yang diberikan. Meskipun demikian Tahun 2018 masih terdapat
program-program yang belum terredlisasi seperti pembuatan saluran drainase,
pembangunan instalasi air bersih. Tiga desa di kecamatan Tanah Abang untuk
insfrastruktur yang tersisa dari realisasi diatas direalisasikan oleh pemerintah desa
dalam program pemasangan lampu jaan, pengeresan jalan kampung/desa,
pengerasan jalan usahatani. Untuk belanja aparatur dan operasional sebesar 30%
(tiga puluh persen) dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya
pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilakukan dengan baik
meskipun pada kenyataannya dalam akuntabilitas program belum dilakukan
dengan secara benar. Karena dalam memberikan informasi kepada masyarakat
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa belum diterapkan sehingga tidak
adanya keterbukaan terhadap masyarakat. Desa-Desa di Kecamatan Tanah Abang
dalam pengelolaan APBDes tidak terrealisas secara transparan dan akuntabilitas,
karena masyarakat desa tidak tahu berapa besar dana yang didapat dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan dalam pengelolaan keuangan desa, belum semua desa dapat
berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah desa masih berperan besar dalam
pelaksanaan program, sedangkan masyarakat belum terlibat secara optimal.
Kondis ini juga terjadi di desa Harapan Jaya, Lunas Jaya dan Muara Sungai

dikecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali pada tahun 2018, seperti diungkapkan
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oleh sekretaris desa setempat. Sekretaris desa Harapan Jaya dan Muara Sungai
mengatakan untuk tahun 2018 sinergi antara pemerintah desa dengan masyarakat
masih sangat rendah. Dari sisi masyarakat, masyarakat masih beranggapan bahwa
terkait Pengelolaan Keuangan Desa sepenuhnya tugas pemerintah desa, sementara
masyarakat hanya siap menerima hasilnya sgja. Sedangkan dari sisi pemerintahan
desa, pemerintahan desa cenderung tertutup dan kurang memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.
Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan (Musyawarah Pembangunan
Desa) relatif masih rendah. Hal ini karena kurangnya dorongan dari perangkat
desa kepada masyarakat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas dan
menganalisis dengan melakukan penelitian dengan judul : “Analisis
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan

Anggar an Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Tanah Abang”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah

pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan
Tanah Abang Kabupaten Pali.

2. Apakah Penerapan Transparans dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengel olaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesual Permendagri
No.113

C. Tujuan Penédlitian

Tujuan dari pendlitian ini yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Untuk Mengetahui Penerapan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali.

D. Manfaat Pendlitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat

sebagal berikut :

1. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan mengenal
penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan
anggaran pendapatan dan belanja desa berdasarkan Permendagri No.113.

2. Bagi Pemerintah Desa
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Sebagian pengguna utama laporan keuangan mendorong agar lebih menyadari
pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kgian ilmu dan menambah
referenss dalam dunia ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran

dan Belanja Desa.
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